WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 6¢ TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 130 TAHUN
2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

. Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

bahwa seiring pesatnya pertumbuhan perekonomian dan
pembangunan di Kota Pekanbaru khususnya sektor usaha
dibidang hiburan, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali
terhadap Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun
2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Hiburan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130
Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Hiburan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Pembentukan Daerah
Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 19);

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah
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dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat
Pajak;

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari
Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);




14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala
Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem Dengan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran
Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 5);

19. Peraturan Walikota Nomor 130 tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota
Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2018

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota
Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 130), diubah sebagai berikut :

Ketentuan BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 diantara angka 26 dan angka 27
ditambahkan satu angka yaitu angka 26A, sehingga keseluruhan Pasal tersebut
berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.

Walikota adalah Walikota Pekanbaru.

Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Pekanbaru.
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Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota
Pekanbaru.

Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam hal penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam Bentuk apapun, Firma,
Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,
Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis,
Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.

Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, pusat
kebugaran, pertandingan, pameran, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan
dipungut bayaran.

Objek Pajak Hiburan adalah Jasa Penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut
bayaran.

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan
Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus,
Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita,
Pengumuman lelang, Surat Penentuan Harga limit, Pembatalan Lelang, Surat
Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak
sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh
utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.

Aparat Penegak Hukum Lainnya adalah Kepolisian Republik Indonesia,
Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Aparat RT adalah Aparat Rukun Tetangga.
Aparat RW adalah Aparat Rukun Warga.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau kebutuhan pelayanan bagi setiap warga
Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas
pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban
Wajib Pajak menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi
penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan
penyanderaan.

Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi
tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
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Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi
administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat
ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundangan-
undangan perpajakan.

Masa pajak hiburan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender
yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan
melaporkan pajak terhutang.

Penyelenggara Hiburan adalah Perorangan atau Badan yang menyelenggarakan
hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri untuk dan atas nama pihak lain
yang menjadi tanggungannya.

Penonton atau pengunjung adalah Setiap orang yang menghadiri suatu hiburan
untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan
fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara,
karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas
pengawasan.

26A.Permainan Ketangkasan adalah permainan baik secara manual maupun

27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

elektronik.

Tanda masuk adalah Suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam
bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau
menikmati hiburan.

Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah Harga yang tertera
pada tiket, karcis sebagai tanda masuk yang disediakan oleh penyelenggara
hiburan.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru.

Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah
yang Kewenangannya sebagai Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi
melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi
utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan,
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberikan surat paksa,
mengusulkan  pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan
penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Biaya Penagihan Pajak adalah biaya Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya
sehubungan dengan penagihan pajak.

Sistem Pemungutan Pajak Hiburan adalah sistem yang akan dikenakan kepada
Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta
menyetorkan pajak terutang.

Sistem Self Assesment adalah Suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi
kepercayaan untuk menghitung, melaporkan serta menyetorkan sendiri pajak
yang terutang.

Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah adalah surat yang diterbitkan
oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai pemberitahuan bahwa Pengusaha telah
dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah yang
berisi identitas dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Persyaratan Subjektif Pajak adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan
atau kondisi tentang Wajib Pajak.




38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Sl.

Persyaratan Objektif Pajak adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan
atau kondisi tentang objek pajak.

Kartu NPWPD adalah Kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak
Daerah, nama dan alamat Wajib Pajak sebagai identitas wajib pajak.

Pendaftaran secara jabatan adalah Tindakan Kepala Badan Pendapatan Daerah
untuk mendaftarkan usaha seseorang atau badan sebagai wajib pajak apabila
wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh
NPWPD.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah
Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/
atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau
harta dan kewajiban yang terutang sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SSPD adalah
SSPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai SSPD.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD
adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana
pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKPDKB, adalah
Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi dan jumlah yang harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang disingkat
SKPDKBT, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas
jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang disingkat SKPDN, adalah Surat
Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit
pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terhutang
atau seharusnya tidak terhutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda.

Keputusan Pembetulan adalah Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak
Daerah, Keputusan Pembetulan, atau Keputusan Keberatan.

Keputusan Keberatan adalah Keputusan atas keberatan terhadap Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan
atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
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Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan
berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Verifikasi Pajak adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban
subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan
permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang
dimiliki atau diperoleh Badan Pendapatan Daerah, dalam rangka menerbitkan
surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak
dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat
kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib
Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Pendapatan
Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah,
yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk
pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun
bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan
transfer dana, termasuk rekening antara kantor penyelenggara yang sama.

Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem
lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.

Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan
perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang
mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan dan likuiditas
manajemen sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi lebih efektif dan
efisien.

Sistem Informasi Teknologi adalah Sekumpulan prosedur yang saling berkaitan
dan saling terhubung untuk mengolah data, mendapatkan dan menyelesaikan
manipulasi data secara bersama-sama yang menghasilkan informasi berkualitas
dan akurat.

Tapping Box dan atau Data Box adalah alat untuk merekam segala transaksi,
registrasi tunai, data penjual dari Point of sales atau hardware pada objek pajak.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan
Daerah untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk
menyampaikan SPTPD dan/atau melunasi utang pajaknya.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan
pajak.

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang
dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu
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tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua
jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.

67. Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka
Pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau
tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau
alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang
dikelola secara elektronik dan benda-benda lain, yang dapat memberi petunjuk
tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa.

68. Garis Pajak atau Tax Line adalah garis atau tanda pada tempat usaha untuk
pengamanan dan pelarangan melintas bagi orang yang tidak berwenang dalam
rangka pemeriksaan pajak.

69. Penempelan Pemberitahuan adalah Suatu proses cara untuk menempel berupa

stiker yang menyatakan, nama dari seseorang, tempat, atau suatu
pemberitahuan dalam hal ini perpajakan daerah.

70. Pencabutan izin tempat usaha adalah tindakan Pemerintah untuk mencabut
legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam
bentuk izin ataupun tanda daftar usaha yang telah melalui proses pemeriksaan
terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.

71. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung
Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

72. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai
dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

73. Objek sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang
pajak.

74. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung
pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan
alasan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

75. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung
Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.

76. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran
harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau
calon pembeli.

77. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara
lelang.

Ketentuan BAB II tentang Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Pasal 3
disempurnakan, sehingga keseluruhan Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 3

(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut
bayaran.

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. tontonan film;

pagelaran kesenian, musik, tari, dan/ atau busana;

kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya,

pameran,;

diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya,
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f. sirkus, akrobat, dan sulap;

g. permainan bilyard, dan bowling;

h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;

i. panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
j. pertandingan olahraga.

(3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang
diselenggarakan dalam rangka pernikahan, ulang tahun, upacara adat, kegiatan
keagamaan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 130
Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan tetap berlaku
sepanjang tidak diubah dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal |8 AR %19

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 18 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,
ttd.

MOHD. NOER MBS
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR e8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

|
&'
FARDAMSYAH

NIP. 19§41107 199803 1001
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 130 TAHUN
2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pekanbaru sesuai
kewenangan yang diberikan, salah satu unsur pendukung untuk terlaksananya
kewenangan dimaksud harus dibarengi dengan pembiayaan yang memadai. Salah
satu sumber pembiayaan yang dapat diperoleh Pemerintah Kota Pekanbaru adalah
melalui penerimaan pajak daerah diantaranya Pajak Hiburan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, yang berakibat adanya perluasan dalam hal pemungutan
objek pajak hiburan. Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kota Pekanbaru
telah diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan, dalam pelaksanaannya masih
terdapat kekurangan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap
Peraturan Walikota Nomor 130 Tahun 2018. Adapun Substansi materi yang diatur
dalam Peraturan Walikota ini mengatur ketentuan material tentang permainan
ketangkasan dan pertandingan olahraga.

Dengan disahkannya Peraturan Walikota ini, dapat memberikan kepastian hukum
bagi masyarakat dan dunia usaha didalam pelaksanaan kewajiban perpajakan
daerah, dengan harapan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar
pajak, khususnya pajak hiburan dan bagi aparat pemungut pajak dapat bekerja
secara profesional yang didasari pada prinsip tata Pemerintahan yang baik.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1 s/d Angka 26
Cukup jelas.

Angka 26.A
“Permainan Ketangkasan meliputi permainan yang menggunakan mesin
keeping (coin game machine), bom-bom car, mesin simulator balap mobil dan
motor, mesin simulator permainan menembak, mesin musik, mesin
simulator olahraga, mesin musik dansa, warnet yang menyediakan fasilitas
game online, e-sports, serta wahana permainan pada tempat keramaian yang
dinikmati dengan dipungut bayaran”.

Angka 27 s/d Angka 77
Cukup jelas.




- Pasal 3 Ayat (1)
Cukup jelas.

Pasal 3 Ayat (2) huruf a s/d hurufi
Cukup jelas.

Pasal 3 Ayat (2) hurufj
“termasuk jenis olahraga yang dapat dipertandingkan dan/atau
dipertunjukkan antara lain renang, tenis, squash, futsal dan jenis olahraga
lainnya, dan/atau fasilitas umum yang dapat dinikmati, baik berupa tempat
permainan futsal dan tempat pemandian (kolam renang)”.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal \& A¢nl 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,
ttd.
MOHD. NOER MBS
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR &¢€

Salinan sesuai dengan aslinya

NIP. 19641107 199803 1001



